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BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR %3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127.a TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

PADA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan

Mengingat

P

dan Beban Kerja pada Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, maka
Peraturan Bupati Siak Nomor 127.a Tahun 2017 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor
53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor
127.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Kecamatan Kandis Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 127.a Tahun 2017 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lLembaran
Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402};

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi
Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor
88);

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 127.a TAHUN 2017 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK.

Pasal 1

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 127.a Tahun 2017 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 127.a) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Siak Nomor 127.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
pada Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024
Nomor 53), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal (§ Agustus 2025

C BUPATI SIAK, g
/( I zﬂ/
Sri Indrapura

pada tangga Agustus 2025

IS DAERAH KABUPATEN SIAK,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 22



Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : €3 Tahun 2025
Tanggal : 5 Agustus 2025

PERUBAHAN KEDUA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Kebutuhan Pegawai

Jabatan
No Nama Jabatan Pimpinan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Ket

Tinggi Administrator | Pegawas Pelaksana | Fungsional
Pratama
L 2 3 4 S 6 7 8

A CAMAT KANDIS 1

a. Sekretaris ' .‘ 7 1 V - |
| | 1) Kasubbag Perencanaan dan Umum h - o B T
] 13 JF Ar51pans Ahli Muda T - a 1
| 2) JF Perencana Ahli Pertarﬁla ) o 1_ B 7
N 3} JF Arsiparis Ahli Pertama VVVVVVVV 7 o - - 1
» 4} JF Arsiparis Penyelia o o i : ) S - »”iﬁ ”
i 5) JF Arsiparis Mahir _ I _ T 4 1 -
) 6) JF Arsiparis Terampil - o S M R 1
7) Penelaah Teknis Kebjakan o I 2 '
| - _8) Penata Layanan Operasional » - _ _ - - 11 ) _ 1
9) Pengolah Data dan Informasi - - O
N 10) Peﬁééibla Layanan Operasional S S o 2 4
0 7 11) Pengadrmmstram Perkantoran - ) | N N - S 2 I

2) 7 K.asubbag Keuangan dan Kepegawaxan S S o | I | I o

1) JF Pranata Komputer Ahll Pertama R 1 | a

2) JF Pranata Komputer Mahlr 1

3} JF Pranata Komputer Terampll 1
S 4) ] ‘penél;ah Tekr..}g ige.l;u;{;]_.__ ——— S HE DY SO USSR E ,2, 1.
S I S)PCI;;t,a,La;;lgn opergéignal et et e em e - S SN RPN SR 2_ - _ -
e 6) Pcngolah Data dan Informasi S - B 1 i _
7_ o 7) Pengelola Layanan Operasmnél - - - 7 ] 7 i o




1 2 3 4 5 6 7 8
8) Pengadministrasi Pcrkantoran 3
_ 9) Operator Layanan Operasmnal i ) 1 7
3) - Kasi Pemerintahan dan Pehyanan v N )
N - 71) Peneia;;}:’f;knls Kebgakan - o I 2 - I
N o 2) Penata Layanan Ope}:;élonal o - | S 3 -
e v 3) Pengolah Data dan informasi 7 ) ) . ; 77777 |
77.74] Pengartrirfiumstrasili7P7;cirkan-t(;r;=m o 4 -
| _4_) -Kam Pemberdayaan Masyamkat K-ampung dan Kelurahan o - i o B
- 1) Pcnelaah Tekms Kebgakan o B | N _ 2 G )
o 2) Penata Layanan Operasmnal ) ) o - [ 2 )
B 3} Pengolah Data dan Informasi o _ N
4) Pengadrr?lﬁlgtra51 Per-i-(_;ntorar; 7 o 2 i
o 5) Operator Layanan Operasional 1
5) Kasi K;;;traman dan Ketertil;;;x Uml-l-l;‘l - o R
- 1) Penelaah Teknis Kebljakan - - 2 o
2) Penata Layanan Operasmnal B . : ) ) o —1—-- N
VVVVV N 3) Pengolah Data dan Informe;; B - ) . o 1
4) Pengédﬁ1n1stras1 Perkantoré,;i‘ V E e A e ) 2 B )
1 776) Kas: Kesejahteraan Sosial o R ) N o i
1) Penelaah Tekms Kebljakan S - S I . 2 )
1 _2) Penata Layanan Oﬁéfasxonal - o o N i 2 - B
3) Pengolah Data dan Informas; - S ) B - B 71
7 o 4) Pené;i;mmstram i)_f;kantoraxi I - 7 7 A o 2 N 7 ]
» 5) Operator Layanan Opefgélonal S ) N ) l o N
] | M'Ti) Lurah Telaga Sam Sam o _ ‘ N ) 1 ) _ o
8) Sekretar:s Kelurahan S 7 -
- 1) Penelaah Tekrns Kebljakan ) 7 2 7 B B
: 2)7 Pengz)lah Data dan Informas; - ) - 1 7 o i )
| 3) Pengadministrasi Perkantoran ’ - | 2 B
A 4) Operator Layanan Oper;\éwnal o 7 i B o ) 2 ﬁ B




L 2 3 4 5 6 7 8
9) Kasx Pemerintahan
>>>>>> B 1) Penelaah Tekms Kebgékari B - o ) 2 o o
R 2) Pengolah Data dan Informasi _ - - o ”17" B
| 3;) Pengadm1mstras1 Perkantorank o 7 N N 7 2 1 N ]
S 710] Khsi Ketentraman dan Ketertiban Umﬁm - o 7 o . . .
| 1) V Pcnelaah TCk;;IS Keblgakan - - 7 7 - - 2 ) I
| 2) Pengoiéh Data dan Infofmas; 7 - ﬁ 1 | R
I - 3) Pengadmlmstram Pe ce ntora;l 1 " ”2 N
B 11)-_Kmasi Pemberdayaan dan K “ejahteraan Masyarakat B N A 7 » )
N ) Penelaah-Tekms Kebqakan - S o ) 2 I
R 2) Pengolah Data dan Informasi ) o 1
| 3) Pengadministrasi Perkantoran 2 -
; 12) Lurah Kandis Kota - ) o
| | 13) Sekretaris Kelurahan . ' - )
| | 1) Penelaah Teknis Kebijakan o 2 R
j “2—) Pengolah Data dan Informasi o ) ; < o 1 ]
3) Pengadministrasi Perkanto;;; - ) o » 2 -
7 4) Operator Layanan Operasional - ) « S - ) Wl R
o 14) Kasi Pemermtahan } ) o
B 1) Penelaah Teknis Kebgakan B B - . 27 B
2] Pengolah Dat;a dan Informasi - 1 A -
T ) 3] Pengadmm1stras1 Perkantoran - - 7 - o - 27 i ’ -
N “15) Kam Ketentraman daﬁ Ketert:i)-;; lfn;um - - . i B 4 N - ) ]
| 1)‘g;e;r:e1;1ah Tekms kebgakan 7 e ] N o 2 o )
i 2) Penata Layanan Operasmnai 7 ‘ 7 B o . ii ) -
| 3) Pengolah Data dan Informasi ) N N 7 1 7 o
4) Pengadministrasi Perkantoran 7 2 N
77777 o 16) Kasi -P;emberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat - o ) ]
| 1} Penelaah Tekms Kebuakan ) i 2 ol
) 2) Pengolah Data dan Informasi N _ N - B 1— - ]
B 37)7” «Pengadmmils:cre;;; ;;‘kantora; ) 7 M2 7




L 2 3 4 5 6 7 8
17) Lurah Simpang Belutu 1
o 18) Sekretans Kelurahan - - S - . 7 . 17 - o
B 1) Penelaah TTék_ri;gKébxjakan - - o - 7 7 ’ o I /2 B |
2) Pengolah Data dan Informa;sﬁxir o - - o - o - : 1 Wl - R .
""" 1 ' 3) Pengadministrasi Perkantoran I - e
S 7;li)rrﬂci)perator Lay:;ﬁail; E)i)erza.;onal - N - R ) o - - _ I_ B L
» B léi_i(a;i Pemermtahan - - - o - o 1 7 B | K
| 1) Penelaah Tekms K;Jig;{amwv o - I 7 I
7 2) Pengolah Data dan Informasi - - o 7 o R I -
S S;} WPern;giaa;nilmstra-m Perkantorar; - - o : I I 7277 -
. 20) Kasi Ketehtrama:{ ;ian Ke;éﬁiban?mum | o - 7 1 a |
3 - 1) Peﬁ;aah ’i‘éknis Kebijakan " — o N - o 2 o ]
] “—2) . VPengolahM lSata dan iﬁformasi_ _ 7 4 1 e - o
Bl 3) Pengadmmlstrém Perkantoran - R N - R 7 I N 27 ) - B
21) Kasi Pemberday:.;; dan Kesejahteraan Masyarakat - ) | A 7 1 - I
1)‘7 P;:nelaah Teknis Kebijakan . S 7 _ : : o _ 7? 7
””””  2) Pengolah Data dan Informasi - ' o o 1 i
| 777”(;) Pengadﬁ1nistras1 Perk;_n;oran 7 7 ‘ 2 4 o
Jumlah 2 21 116 9
Jumlah Total 148

&BUP 1 SIAK, 9’

ANI.Z(V
4



